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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN, TINDAK 

PIDANA, TINDAK PIDANA KORUPSI, NARAPIDANA, PEMBEBASAN 

BERSYARAT, DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN. 

 

A. Tinjauan Mengenai Pidana Dan Pemidanaan 

1. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan 

Pidana berasal dari kata “straf” (Belanda), yang pada dasarnya dapat 

dikatakan sebagai suatu penderitaan/nestapa yang sengaja dikenakan atau 

dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat - 

syarat tertentu sehingga dapat dikatakan melakukan tindak pidana.14 

Menurut Van Hammel, arti dari pidana atau straf menurut hukum positif 

dewasa ini adalah: 

Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh 

kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara 

sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang 

pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu 

peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.15 

 

Menurut Simons, pidana atau straf itu adalah: 

“Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan 

pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah 

dijatuhkan bagi seorang yang bersalah”. 

Menurut Algra Jassen, telah merumuskan pidana atau straf sebagai: 

                                                           
14 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT Alumni, Bandung, 1981, hlm. 5.  
15 P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984, hlm. 47  
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“Alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan 

mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. 

Reaksi dari penguasa tersebut telah mencambut kembali sebagian dari 

perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, 

kebebasam dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan 

suatu tindak pidana”.16 

 

Menurut Roeslan Saleh pidana adalah: 

Reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa dengan sengaja diterapkan 

kepada si pembuat delik itu.17 

Menurut Moeljanto; 

“Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di 

suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk 

menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang 

dilarang serta disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi 

yang melanggar, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang 

telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana sebagaimana 

yang diancamkan, dan menentukan cara bagaimana pengenaan pidana itu 

dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan 

tersebut”.18 

 

Rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya 

hanya merupakan suatu penderitaan atau nestapa atau suatu alat belaka. Hal ini 

dapat menimbulkan arti bahwa pidana itu bukan suatu tujuan, bahkan di Indonesia 

sering terjadi kesalahan dalam mengartikan doel der straf yang di artikan tujuan 

dari pidana, padahal yang dimaksud adalah tujuan dari pemidanaan. 

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut 

dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses 

mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak 

pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah 

                                                           
16 Ibid, hlm. 48 
17 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm.5 
18 Sudarto, op.cit., hlm. 4 
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tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, 

konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai 

"dapat dicela", maka di sini pemidanaan merupakan ”perwujudan dari celaan” 

tersebut 

Sudarto menyatakan bahwa “pemidanaan” adalah sinonim dengan 

perkataan penghukuman, sehingga Sudarto mengatakan: 

“penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan 

sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya 

(berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya 

menyangkut bidang pidana saja, perdata pun bisa. Oleh karena itu tulisan 

berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus dipersempit 

artinya penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sama dengan 

pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. 

Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence 

atau veroordeling.”19 

Berdasarkan pendapat Sudarto tersebut, pemidanaan dapat diartikan sebagai 

penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal 

ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentukan undang-

undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang 

menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi 

hukum pidana tersebut. 

Menurut Jan Remmelink, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan 

matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang 

bersalah melanggar suatu aturan hukum.20 

                                                           
19 Ibid, Sudarto, hlm. 71. 
20 Jan Remmelink, Hukum pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 7 
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Jerome Hall dalam M. Sholehuddin memberikan perincian mengenai 

pemidanaan, bahwa pemidanaan sebagai berikut; 

a. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup; 

b. Ia memaksa dengan kekerasan; 

c. Ia diberikan atas nama negara “diotorisasikan”; 

d. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, 

pelanggarannya, dan penentuannya yang diekspresikan di dalam 

putusan; 

e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini 

mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan 

kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika; 

f. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan  perbuatan 

kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas 

(kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.21 

Menurut “Wetboek van strafrecht voor Indonesie”, yang kemudian 

berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1964 namanya diubah 

menjadi “Kitab Undang – Undang  Hukum Pidana”. 

Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan 

tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu 

mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau 

masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana 

dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar 

pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan 

kejahatan. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas 

                                                           
21 Marlina, Hukum Penitensier, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 34 
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dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan 

tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan 

serupa. 

2. Teori Pemidanaan. 

Secara umum teori pemidanaan itu bersifat pembalasan dan tujuan dari 

pidana itu sendiri, dalam hukum pidana dikenal beberapa teori tentang penjatuhan 

pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, terdapat tiga (3) golongan, 

yaitu: 

1) Teori Absolut atau Teori pembalasan  

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 

melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu akibat hukum 

yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada seseorang yang telah 

melakukan kejahatan. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak 

bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan 

tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi 

keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan, sebagaimana 

dikemukakan oleh Muladi; 

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas 

kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan 

terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan 

bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang 

telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang 

harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan 

kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”22 

 

                                                           
22 Zainal Abidin, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP 2005, 

Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 11 
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Teori tersebut nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntuan etika, 

dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu 

merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah 

etika yang jahat ke yang baik. 

Menurut Andi Hamzah 

“tujuan pembalasan (revenge) disebut juga sebagai tujuan untuk 

memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak 

yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.” 

Sehingga pidana dimaksudkan semata-mata hanya untuk memberikan 

penderitaan kepada orang yang melakukan kejahatan. Pada dasarnya teori 

pembalasan mempunyai dua (2) sudut, yaitu: 

a) Sudut Subjektif (subjecteive vergelding) pembalasannya ditujukan 

kepada orang lain yang berbuat salah, 

b) Sudut Objektif (objecteive vergelding) pembalasannya ditujukan untuk 

memenuhi perasaan balas dendam masyarakat. 

2) Teori Relatif atau Tujuan  

Teori ini berpokok pada dasarnya bahwa pidana adalah alat untuk 

menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib 

masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itulah maka penerapan hukum pidana 

sangat penting. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah 

penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau 

membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap 

mental. 
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Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: 

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana 

mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju 

kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk 

mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan 

untuk pemuasan absolut atas keadilan.”23 

 

Teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik 

pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang 

ditujukan ke masyarakat. 

Untuk mencapai ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga 

(3) sifat, yaitu: 

a) Bersifat menakut-nakuti (afsschrikking), 

b) Bersifat memperbaiki (verbetering/reclas ering), 

c) Bersifat membinasakan (onschadelijik maken). 

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, 

detterence, dan refomatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan 

menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti 

(detterence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan baik bagi 

individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai 

langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat 

jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan sehingga nantinya 

dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang 

sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. 

Pencegahan dari teori ini ada 2 macam, yaitu; 

                                                           
23 Ibid, Zainal Abidin, hlm. 11 
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a) Pencegahan Umum  

Khalayak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan kejahatan, 

maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat 

kejam dan dilakukan di muka umum agar setiap orang 

mengetahuinya. Adanya ketentuan tentang ancaman pidana yang 

diketahui oleh umum itu membuat setiap orang menjadi takut 

melakukan kejahatan. 

b) Pencegahan Khusus 

Menurut pandangan ini tujuan pidana adalah mencegah pelaku 

kejahatan yang telah dipidana agar tidak mengulangi kejahatan, dan 

mencegah orang-orang yang telah berniat buruk untuk tidak 

mewujudkan niatnya itu kedalam wujud yang  nyata. Tujuan itu 

dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana.  

3) Teori gabungan 

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan 

bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan 

absolut (pembalsan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana 

pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai 

suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter 

tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi 

atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. 

Teori gabungan terbagi menjadi tiga (3) golongan, yaitu: 
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a) Menitik beratkan pidana pada pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak 

boleh melebihi daripada yang diperlukan dalam mempertahankan 

ketertiban masyarakat, 

b) Menitik beratkan pidana pada pertahanan ketertiban masyarakat, 

tetapi tidak boleh lebih berat daripada beratnya penderitaan yang 

sesuai dengan beratnya perbuatan siterpidana, 

c) Menitik beratkan sama baiknya antara pembalasan dan juga pertahan 

ketertiban masyarakat. 

Teori pertama Pompe mengatakan; 

“Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat 

dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap 

tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan 

demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan 

diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna 

bagi kepentingan umum”.24 

Teori kedua tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan 

gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Teori ini sejajar 

dengan teori Thomas Aquino yang mengatakan bahwa kesejahteraan umum 

menjadi dasar hukum undang - undang pidana khususnya. Pidana bersifat 

pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik - delik, yaitu perbuatan yang 

dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan 

tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. Vos juga 

berpendapat bahwa pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus 

kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut 

lagi, karena sudah berpengalaman.25 

                                                           
24Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 34 
25 Ibid, hlm. 35 
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Secara garis besar, teori-teori tentang tujuan pemidanaan itu adalah untuk 

pemulihan rasa keadilan masyarakat atau dihilangkan korban tindak pidana. 

4) Konsep Pendekatan Restoratif Justice  

Pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih 

menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku 

tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana 

yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk 

mencipatakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan 

seimbang bagi pihak korban dan pelaku. 

Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, 

dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi 

terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi 

meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan 

hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. 

Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku 

pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, 

perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. 

Restorative Justice menurut Muladi pada dasarnya memiliki kesamaan 

dengan definisi yang dirumuskan oleh Prison Fellowship International, Restorative 

Justice merupakan suatu proses diversi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu 

tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu 

kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan 
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korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi 

anak tanpa ada unsur pembalasan.26 

Susan Sharpe mengemukakan ada lima prinsip dalam restorative justice, 

yaitu;27 

(1) Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam 

hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk 

menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka 

kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan 

dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah 

persoalan tersebut; 

(2) Restorative Justice mencari solusi untuk mengembalikan dan 

menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang 

dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau 

pemulian korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku 

juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari 

kebersalahan mereka dan ketakutan; 

(3) Restorative Justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi 

pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus 

menunjukan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta 

menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi 

orang lain; 

                                                           
26 Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 

Semarang, 1995, hlm. 126 
27 Marlina, Hukum Penitensier, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.74-75 
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(4) Restorative Justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga 

masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak 

pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban 

dan pelaku serta mengingtegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan 

masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya 

demi masa depannya yang lebih cerah; 

(5) Restorative Justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk 

mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan 

mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan 

bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan 

yang sebenanrnya bagi semua masyarakat. 

3. Tujuan Pemidanaan 

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana 

perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan 

hukum adat, serta psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang 

bersangkutan,. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak 

dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. 

P.A.F Lamintang menyatakan, pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran 

tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaanm yaitu; untuk 

memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi 

jera dalam melakukan kejahatan – kejahatan, dan untuk membuat penjahat – 

penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan – kejahatan 
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yang lain, yakni penjahat yang dengan cara – cara yang lain sudah tidak dapat 

diperbaiki lagi.  

STAHL juga berpendapat bahwa dengan suatu pemidanaan itu orang dapat 

mencapai tiga tujuan, yakni untuk melindungi tertib hukum, untuk mencegah orang 

melakukan kejahatan dan untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan 

kejahatan.28 

Menurut M. Sholehuddin,  

“Tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana 

harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta 

keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan 

Masyarakat/Negara, korban, dan pelaku”. 

M. Sholehuddin mengemukakan lebih lanjut sifat-sifat dari unsur-unsur 

pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu: 

a) Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung 

tinggi harkat dan martabat seseorang, 

b) Edukatif, dalam artinya bahwa pemidanaan itu mampu membuat 

orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan 

menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif 

bagi usaha penanggulangan kejahatan, 

c) Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik 

oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat). 

Muladi menyatakan bahwa dalam tujuan pemidanaan dikenal istilah 

restorative justice model yang mempunyai beberapa karakteritik, yaitu:29 

a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan 

diakui sebagai konflik; 

                                                           
28 P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984, hlm. 27 
29 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127-129 
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b. Titik perhatian pada pencegahan masalah pertanggungjawaban dan 

kewajiban pada masa depan; 

c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi; 

d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi 

sebagai tujuan utama; 

e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan- hubungan hak, dinilai atas dasar 

hasil; 

f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial; 

g. Masyarakat memerlukan fasilitator di dalam proses restoratif; 

h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun 

dalam penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana 

didorong untuk bertanggung jawab; 

i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman 

terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik; 

j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan 

ekonomis; 

k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif. 

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pemidanaan yang dianut orang-orang 

saat ini sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran baru, melainkan sedikit 

banyak telah mendapatkan dari para-para pemikir berabad-abad yang lalu. Dari 

pemikiran para pemikir yang telah ada, ternyata tidaklah memiliki kesamaan 

pendapat, namun pada dasarnya terdapat tiga (3) pokok pikiran tentang tujuan yang 

akan dicapai dengan adanya suatu pemidanaan, yaitu: 

a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, 
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b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-

kejahatan dan 

c. Untuk membut penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk 

melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat 

yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.30 

 

B. Tindak Pidana Korupsi 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana 

dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana 

sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang - undang 

merumuskan suatu undang - undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau 

perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang 

mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang 

dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum 

pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa 

yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah 

diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat 

memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan 

masyarakat.31 

Tindak pidana menurut Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu 

aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 

bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.32 

                                                           
30 P.A.F. Lamintang, op.cit., hlm. 23 
31 Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62. 
32 http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html, 

diakses tanggal 23 Agustus 2020 pukul 16.25 wib. 

http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html
http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html
http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html
http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html
http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html
http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html
http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html
http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html
http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html
http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html
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Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana 

yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau 

doen positif) atau suatu melalaikan (natalennegatif), maupun akibatnya (keadaan 

yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). 

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam  hukum pidana, 

tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau 

kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi 

Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan 

yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil” 

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

Kata korupsi berasal dari bahasa latin; Corrupti atau Corruptus yang secara 

harfiah berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, 

penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah 

sebagaimana dapat dibaca dalam The Lexion Webster Dictionary33 

Ensiklopedi hukum Islam yang dimaksud korupsi adalah: 

“Perbuatan buruk atau tindakan menyelewengkan dana, wewenang, waktu 

dan sebagainya untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi 

pihak lain”.34 

Ditinjau dari sudut bahasa kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang 

semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk. Kemudian arti kata 

korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, 

                                                           
33 Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, PT Gramedia 

Pustaka Utama Jakarta, 1984, hlm. 7. 
34 Ensiklopedi Hukum Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003, hlm. 974. 



33 
 

 
 

disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa korupsi 

untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, 

dan sebagainya.35 

Adapun definisi yang sering dikutip adalah; “Tingkah laku yang 

menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan 

status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok 

sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku 

pribadi”.36 

Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam bab 

II pada Pasal 2-16 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 

a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (2) Dalam hal 

tindak korupsi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam 

keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 

b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 

merugikan keuntungan Negara atau perekonomian Negara. 

                                                           
35 W. J. S. Poerwodarmito, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 

1976. 
36 Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Alihbahasa Hermoyo, Cet. Ke-2 Yayasan Obor 

Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 31 
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c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP. 

d. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan 

bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai 

tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang 

ini. 

e. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan 

jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang 

sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan 

Pasal 14. 

f. Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan 

bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana 

korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak 

pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 

sampai dengan Pasal 14. 

C. Narapidana 

1. Pengertian Narapidana 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang 

kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. 

Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa Narapidana adalah 

orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); 

terhukum. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum Narapidana adalah orang yang 

menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. 
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Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah 

seseorang yang melakukan tindakan kejahatan dan telah menjalani persidangan, 

telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang 

disebut penjara atau Lembaga Pemasyarakatan dimana kemerdekaannya hilang. 

 

2. Hak-hak Narapidan 

Narapidana harus mendapatkan perlakuan yang selayaknya dan harus 

mendapatkan pembinaan sesuai dengan yang sudah di atur dalam undang – undang, 

maka dari itu narapidana harus diberikan hak-hak yang sesuai agar keadilan bisa 

dirasakan oleh setiap masyarakat, adapun Hak Narapidana diatur dalam Pasal 14 

ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang 

menyebutkan bahwa : 

Narapidana berhak : 

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 

c. Mendapatkan pendidikan atau pengajaran; 

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 

e. Menyampaikan keluhan; 

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 

lainnya yang tidak dilarang; 

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 

h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang 

tertentu lainnya; 

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga; 

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat; 
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l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

D. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 

Lembaga pemasyarakatan adalah sebuah lembaga yang dahulu juga dikenal 

sebagai rumah penjara, sesuai dengan gagasan Sahardjo, yang pada waktu itu 

menjabat sebagai Menteri Kehakiman, sebutan rumah penjara di Indonesia itu sejak 

bulan April 1964 telah diubah menjadi Lembaga Pemasyarakata. Lembaga 

pemasyarakatan yakni di mana tempat orang-orang yang telah dijatuhi pidana 

dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka 

dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.37 

Pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai lembaga 

pemasyarakatan itu bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, 

melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang 

terpidana, agar mereka itu setelah selesai menjalankan pidana mereka, mempunyai 

kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga 

pemasyarakan sebagai warganegara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku. 

Pengertian lembaga pemasyarakatan juga dapat dilihat di dalam Pasal 1 

angka 3 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995, yaitu:  

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat 

untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik  

                                                           
37 P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984 , hlm. 180 
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Pemasyarakaran”. 

2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan 

Dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 

M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Pemasyarakatan, diatur bahwa:  

Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya tersebut memiliki 

fungsi, yaitu:  

1. Melakukan permbinaan narapidana dan atau anak didik; 

2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil 

kerja; 

3. Melakukan bimbingan sosial/kerokhanian narapidana atau anak didik; 

4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga 

Pemasyarakatan; 

5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. 

 

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan 

bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara 

pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan 

pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan, dipersiapkan berbagai program 

pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, 

agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program 

pembinaan bagi para narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan 

dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, 

yaitu agar  mengembalikan narapidana kepada masyarakat sebagai pribadi yang 

baik dan siap kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat serta taat hukum 

dikemudian hari.38 

                                                           
38 C. Djisman Samosir, Penologi dan Pemasyarakatan, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm.198 
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E. Pembebasan Bersyarat  

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat 

Di samping pidana bersyarat, dikenal pula pembebasan bersyarat. 

Perbedaannya ialah pada pidana bersyarat terpidana tidak pernah menjalani 

pidananya kecuali jika ia melanggar syarat umum atau syarat khusus yang 

ditentukan oleh hakim, sedangkan pada pembebasan bersyarat terpidana harus lebih 

menjalani pidananya paling kurang dua per tiganya. Pembebasan bersyarat ini tidak 

imperatif dan otomatis. Dikatakan “dapat” diberikan pembebasan bersyarat.39 

Keputusan untuk memberikan pembebasan bersyarat dikeluarkan oleh 

Menteri Hukum dan HAM, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan tentu 

pejabat Lembaga Pemasyarakat, yang lebih mengetahui tingkah laku terpidana 

selama menjalani pidana penjaranya. 

Maksud pembebasan bersyarat sama dengan pidana bersyarat, ialah 

mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat untuk menjadi warga yang baik dan 

berguna. Oleh karena itu, sebelum diberikan pembebasan bersyarat kepada 

terpidana, harus dipertimbangkan masak-masak kepentingan masyarakat yang 

menerima bekas terpidana. Harus dipersiapkan lapangan kerja yang sesuai dengan 

bakat dan keterampilan yang telah diperolehnya selama dalam Lembaga 

Pemasyarakatan. 

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani 

sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga 

tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan, penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf k 

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

                                                           
39 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 212 
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Pengertian pembebasan bersyarat terdapat dalam Pasal 1 angka 2 peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 

Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan 

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Menerangkan sebagai 

berikut: 

Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak 

Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang – 

kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.  

Selain itu pengertian pembebasan bersyarat juga terdapat  dalam Pasal 1 

angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, yang mengatur sebagai 

berikut:  

Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS setelah 

menjalani sekurang – kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 

9 (Sembilan) bulan. 

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, menjelaskan pembebasan bersyarat 

itu ada dua macam, yaitu: 

1. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara 

di dalam suatu lembaga pemasyarakatan seperti yang diatur di dalam 

Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 KUHP dan yang pengaturannya lebih 

lanjut telah diatur di dalam Ordonansi tanggal 27 Desember 1917, 

Staatsblad tahun 1917 Nomor 749 yang juga dikenal sebagai 

Ordonnantie op de voorwaardelijke invrijheidsstelling atau Peraturan 

mengenai Pembebasan Bersyarat 

2. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan di 

dalam suatu Lembaga Pendidikan Negara seperti yang dimaksud di 

dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari Ordonansi tanggal 21 

Desember 1917, Staatsblad tahun 1917 Nomor 741 yang juga dikenal 



40 
 

 
 

Dwangopvoeding Regeling atau peraturan mengenai pendidikan paksa, 

dan yang pengaturannya lebih lanjut telah diatur di dalam Pasal 150 

sampai dengan Pasal 160 dari Ordonansi yang sama.40 

Pembebasan bersyarat bisa diberikan kepada narapidana dengan memenuhi 

syarat - syarat formil ataupun syarat - syarat materiil yang telah ditentukan oleh 

undang – undang. Pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan di lembaga 

pemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan - tujuan dari 

pemidanaan dan narapidana bisa bermanfaat di dalam kehidupan bermasyarakat. 

2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat 

Dasar hukum yang pertama dalam pembebasan bersyarat adalah Pasal 15 

dan Pasal 16 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, selain KUHP dasar hukum 

pembebasan bersyarat terdapat pula dalam aturan pelaksanaan yang terdapat dalam 

Peraturan Pemerintah. 

Pasal 15 

(1). Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara 

yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, 

maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus 

menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai 

satu pidana. 

(2). Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa 

percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama 

masa percobaan. 

(3). Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara 

yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam 

tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan. 

                                                           
40 P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984 , hlm. 247-

248. 
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Pasal 15a 

(1). Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana 

tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik. 

(2). Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai 

kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama 

dan kemerdekaan berpolitik. 

(3). Yang diserahi mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat 

tersebut dalam pasal 14d ayat (1). 

(4). Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan 

khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada 

terpidana. 

(5). Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau di hapus atau 

dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan 

pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada 

orang lain daripada orang yang semula diserahi. 

(6). Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang 

memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang 

tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas 

baru. 

Pasal 15b 

(1). Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan 

melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat 

pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan 

keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat 

menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu. 

(2). Waktu selama terpidasna dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana 

lagi, tidak termasuk waktu pidananya. 

(3). Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak 

dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, 
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terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa 

percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi 

tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan 

bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan 

menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan 

tindak pidana selama masa percobaan. 

Pasal 16 

(1). Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas 

usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat 

terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal 

terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan 

Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman. 

(2). Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang 

tersebut dalam pasal 15a ayat (5), ditetapkan oleh Menteri Kehakiman 

atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. 

Sebelum memutus, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering 

Pusat. 

(3). Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat 

dimana dia berada, orang yang dilapaskan bersyarat orang yang 

dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika 

ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan 

telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat 

pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada 

Menteri Kehakiman. 

(4). Waktu penahanan paling lama enam puluh ahri. Jika penahanan disusul 

dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan 

bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya 

mulai dari tahanan. 
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Ketentuan mengenai pemberian pembebasan bersyarat ini diatur dalam 

Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang 

perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat 

dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 99 Tahun 

2012). Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, 

menyebutkan bahwa: 

Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1). Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, 

berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat.  

(2). Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

dengan syarat: 

a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) 

dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling 

sedikit 9 (sembilan) bulan; 

b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 

(sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per 

tiga) masa pidana; 

c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan 

bersemangat; dan 

d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan 

Narapidana.  

 

(3). Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani 

pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.  

(4). Pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri.  

(5). Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik 

Pemasyarakatan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  

(6). Ketentuan mengenai pencabutan Pembebasan Bersyarat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri. 



44 
 

 
 

Pasal 1 angka 9 

Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 43A 

dan Pasal 43B yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 43A 

(1). Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana 

karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor 

narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara 

dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan 

transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi 

persyaratan: 

a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu 

membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; 

b. telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa 

pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut 

paling sedikit 9 (sembilan) bulan; 

c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa 

masa pidana yang wajib dijalani; dan d. telah menunjukkan 

kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan 

dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:  

1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara 

tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau 

2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme 

secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing,  yang 

dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.  

 

(2). Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika 

dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun.  

(3). Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 43B 

(1). Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat 

(1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari 

Direktur Jenderal Pemasyarakatan.   

(2). Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan 

kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan 

masyarakat.   

(3). Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari 

instansi terkait, yakni: 

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal 

Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, 

kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia 

yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya; 

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, 

dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena 

melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, 

psikotropika; dan 

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, 

dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana 

dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. 

 

(4). Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara 

tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu  paling lama 12 (dua 

belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari 

Direktur Jenderal Pemasyarakatan.  

(5). Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) instansi 

terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur 

Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan  pertimbangan  Pembebasan 

Bersyarat kepada Menteri.  

(6). Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. 
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3. Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat 

Ketentuan mengenai syarat-syarat pembebasan bersyarat ini dapat dilihat 

pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Syarat dan tata cara pemberian remisim asimilasi, cuti mengunjungi 

keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, sebagai 

berikut: 

Pasal 2 

(1). Setiap Narapidana dan Anak berhak mendapatkan Remisi, Asimilasi, 

Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang 

Bebas, dan Cuti Bersyarat. 

(2). Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermanfaat bagi Narapidana 

dan Anak serta Keluarganya. 

(3). Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan 

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan 

kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan 

masyarakat. 

Pasal 82 

Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah 

memenuhi syarat: 

a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan 

ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 

(sembilan) bulan; 

b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 

(sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) 

masa pidana; 
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c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan 

bersemangat; dan 

d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana. 

 

Pasal 83 

(1). Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 82 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen: 

a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan 

putusan pengadilan; 

b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh 

Kepala Lapas; 

c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing 

Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; 

d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana 

pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana 

Pemasyarakatan yang bersangkutan; 

e. salinan register F dari Kepala Lapas; 

f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; 

g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan 

melanggar hukum; dan 

h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga 

sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang 

diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang 

menyatakan bahwa: 

1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak 

melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 

2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana 

selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat. 

 

(2). Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 

12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, 

Pembebasan Bersyarat tetap diberikan. 
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Pasal 86 

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak 

pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, 

kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional 

terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 82 harus memenuhi syarat: 

a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu 

membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; 

b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan 

ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 

(sembilan) bulan; dan 

c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa 

pidana yang wajib dijalani.   

 

Pasal 87  

(1). Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang 

dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan 

prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap 

keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta 

kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 dibuktikan dengan 

melampirkan dokumen: 

a. surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu 

membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan 

oleh instansi penegak hukum; 

b. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan 

putusan pengadilan; 
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c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh 

Kepala Lapas; 

d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing 

Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; 

e. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana 

pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang 

bersangkutan; 

f. salinan register F dari Kepala Lapas; 

g. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; 

h. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan 

tidak melakukan perbuatan me1anggar hukum; dan 

i. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau Wali, atau 

Lembaga Sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, 

atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama 

lain yang menyatakan: 

1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak 

melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 

2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana 

selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat. 

 

(2). Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 

12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, 

Pembebasan Bersyarat tetap diberikan. 

Pasal 88 

(2). Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 

ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak 

pidana korupsi juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas 

denda dan uang pengganti. 

 


